
NOMOR 3 TAHUN 2OO2

TENTANG : :

PAJAK Kf,NDARAAN BER}IOTOR

DENGAN RAHMAT rtNrAX VINC *HO."O 
.

i-' cuBEnuunmunl

Menimbang : a. bahwa berdasirrkan undang-undang Nomrir 34
Tahun 2000 tentang perubahan atas 

:Undang-undang

; ,,Nomor 18 Tahun l99T tentang-,pajak DaJrah,dai
Retribusi Daerah dan peraturan peiirerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang pajak Daerah, maka peiaturan: '' Daerah Propinsi Jambi Nomor 1 Tahun l99g yang
mengatur Pajak Kendaraan Bermotor perlu ditinjai
kembali:

b. bahrva untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan
sebagaimana tersebut pada huruf a diatai, maka perlu
mencabut Peraturan Daerah Fropinsi Daerah Tingkat I
Jambi Nomor 1 Tahun 1998 tentang pajak Kendaraan' Bermotor yang selaniutnya ditetapkan kembali dengan
Peraturan Daerah.

Mengrngat : 1. undang-undang Nornor 6l .Tahun r95g tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Srvatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nornor ?5) sebagai Undang_
undans (Lembaran Neeara Tahun lg58 Nomor 112):



3.

4.

Undang-,indangr,1q.' r 8'tahun 1981tentang l{ukurn Altu Pidana

ti.rn6il* Nelara Tahun 1981 Nomor ?6) Jo._Peraturan.Pemerintah

igo*o, 27 Ta*n 1983 tentang petaksariaan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 17 Tahun 19!7 tentang Ba{an.felVelesaian

i*"gf..t" pri aliltembaian Negara Tahun 1 99? Nombr 40, Tambahan

LembaranNegaraNomor 36S4); 
;i ,. :. i :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tgltang l:t1k Daerah dan

netribrisi Daerah (Lbmbaran'Negata' Tahun t997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635) Jo Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atal. Undalg-undang

|on*"i, it Tahun t997 tenta.g F_alat Daerah dan Retribusi Daerah

irc*liruo Negar4 Tahun ZCSO Nomor 745r, Tarnbahan Lembaran

NegaraNornor4043);'''

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 199? tentang,Penagihan Pajak

J.ng*- Surat 
-pakqa 

(Lernbaran Ntg*l. Tahun 1997 Nomot 42,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-undang Nqmor 22 T ahW 1999 tentang Pernerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran

Negara Nonor 3339);

t'

undang-undang Nomor 25 Tatrun 1999 ?erimbangan Ketnngan

antara- Penerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848);

:',
8, Feraturan Pernerintah Nomor 65: Tahun 2001 tentang- Pajak Dasrah

(Lembaran.Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Nomot,4139);

6.

7.
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9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penliusunan Peraturan Perundang-undangan dan . Bentuk
Rancangan undang-undping Rancangan peraturan per,nerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1g9g
Nomor 70);

10. Peraturan Menterj Dalam Negeri Nornor 4 Tahun rggr.tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerinkh
Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1,7CI Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Fajak
Daerah;

12. Keputusan Menteri' Dalam
1997 tentang Tata Cara
Daerah;

Negeri Nomor 173 Tahun
Pemeriksaan di Bidang Pajak

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 200i tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan produk-
produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk produk-produk Hukum
Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam
23 Tahun 2001 tentang
Daerah;

Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
Prosedur Ponyusunan Produk Hukum

(:

16, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah.
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Ilengan persetujuan
a

I}EWAN PERWAKILAN RAKYAT I}AERAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI 'JAMBI
TENTANG PAJAK KENDAR"{{N BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah im yang dirnaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Jambi;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jambi,

selanj utnya disebut PEMDA;

c. Gubemur adalah Gubemtn Jambi;

d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi

iambi;

e. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan'beroda

dua atau lebih bsserta gandengannya yang digunakan

disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor dengan bahan

bakarllistrik atau peralatan lainnya yang berfungsi

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat

besar yang bergerak;
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f. Kendaraan, umum , adalah setiao. ,Kendaraan Berrxotor yang
menggunakan Tanda Nomor Kendaiaan Bermotor dengarrdas*';i;;
kuning'huruf hitam,dan.dipergunakan untuk tneng ng[ot orang atau
barangdengandipungutbayaran; . . .,

Dengan nama PKB dipungut,,pajak.atas' kepmilikan dan/atau
,,penguasaanKendaraan Bermotor; :.:

i :, ' : : ,l.:

Jenis Kendaraan Bermotor adalah jenis kendaraan, bermotor
sebagaimana drmaksud di dalam peraturan pemerintah Nomor 4.{
Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Fengemudi; , .: .

.:

surat Pemberitahuan pajak Daerah yang,selanjutnya disebut sprpD
udul4 surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan
perhitungan,dan pembayaran Pa.yak ..yang terutang merurrut peiaturan
Perpajakan Daerah;

surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sspD, adalah
surat yang digunakan oleh w{ib pajak.unfuk melakukan pembayaran
dan penyetolan Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ciitetapkan oieh Gubemur;

surat }ietetapan Pajak Daerah yang selanjutnya.,disebut sKpD
adalah surat Keputusan yang menentukan' besarnya pajak .yang
terutang;

lwat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besanr-ya jumlah
pajak yang, terutang, jumlah kredit. pajali, jumlah kikurangan
pembayaran pokok Pajak besarnya sanksi a&ninistrasi dan jumlah
yang masih hanrs dibayar;

surat; Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut . SKPDKBT adalah suiat KeputuSan. yang
rnenerrlukal rambahan aras jumiah pa3ak yang diteupkan;

J.

l.

m.
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p.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selaqiutnya disebut

SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan- jumlah
kElebihan pembayaran Pajak lqar6n6 jrlmlah kredit Pajak lebih'besar
dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerarr',Nihilyang selanjutnya disebut SKPDN
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang
sama besanrya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit Pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya,disebut STPD adalah

Surat untuk melakukan tagihan Pajak danlatau sanksi administrasi
berupabunga dan/atwdenda; .,',,'

Isi 'silinder, adalah isi r,uang yang berbentuk bulat torak.pada
mesin kendaraan bennotor yang ikut menentukan besarnya'kekuatan
mesin;

Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan;

Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah ,Nilai Jual, Kendaraan
Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas

suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantrmr dalam tabelNilai
Jual Kendaraan Berrnotor yang berlaku;

'Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang rneliputi Perseroan
Tlerbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya; Eadan Usaha
Mjlik,Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun>

,Persekutuan, Perkumpulan, Firma; Kongsiar,Koperasi,, Yayasan atau
organisasi sejenis, tembaga dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta
bentuk Badan Usaha lainnya;

Putusan Banding adalah Futusan Badan Fenyelesaian Sengketa Pajak
atas,Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dialulcan oleh
wajitr pajaL,
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v.

w.

(1)

(2)

Surat Keputusan Pernbetulan adalah Surat Keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang te.rdapat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDf{ atau STPD;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapran Pajak Daqah Nihil, atau terhadap pemotongan atau
pungutan oleh Pihak Ketigi$yang diajukan oleh wajib Pajak.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBIEK PAJAK

Bagian Pertama
Nama Pajak

Pasal 2

Dengan nama PKB dipungut Pajak atas kepemilikan dan/ataupenguasaan
Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Ohjek Pajak

Pasal 3

Objek PKB adalah:
'a. Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor:
b. Kendaraan Bermotor dari luar Propinsi yang berada di Propinsi

Jar{rbi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
(-.

Dikecualikan sebagai objek PKB adalah Kepemilikan dan/atau
Pengpasaan Kendaraan Bernrctor oleh :

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga

Internasional dengan asas Timbal balik;
c. Subjek Palak lainnya yang ditetapkan dengam Peraturan Daerah.
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Bagian Ketiga
Subjek Pajak

, , Pasal 4

(1) subjek PKB adalah orang pribadi atau ahli #arisnya atau Badan
yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor; : .

(2i wajib PKB adalah,orang pribadi atau ahli,warisnya, Fenerima hibah
atau Badan yarrg memilikiKendaraan Bermotor.

BAB nI.
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN

CARA PERHITTINGAI\ PAJAK
Bagian Pertama
Dasar Pengenaan

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dariz (dua) unsw
pokok:
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
b. Bobot yang mencerminkzur secara relatif kadar kerusakan jalan

dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan
Bermotor.

(2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh ber<iasarkan harga pasaran
umum atas suafu Kendaraan Bermotor;

(3) Dalam hal harga pasaran unlum atas suatu kendaraan bermotor tidak
diketahui, Nilai Juat Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan
faktor-faktor:
a. Isi siUnder dan/atau satuan daya;
b. Penggunaan Kendaraan Bermotor;
c. Jenis Kendaraan Bermotor;
d Merek Kendaraan Bermotor:
e. Tahun Pernbuatan Kendaraan Bermotor,
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f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang

t $ffiffiT impor *ntuk jenis kendaraan bermotor rertentu.

(4) Bobot sebagaimana dimahsud dalam ayar {1) huruf b dihitung
berdasarkan faktor-faktor :

a. Tekanan gandar;
b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari

kendaraan bermotor,

(5) Perhitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), ayat (2), ayx (3), dan ayat (4), dinyatakan dalam suatu tabel
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan

Menteri Keuangan. Dalam hal penghitungan dasar, pengenaan pKB
belum tercantum dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri, Gubernur menotapkan Nilai Penghitungan tersebut
dengan Keputusan Gubernur.

(6) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
- ditinjau kembali setiap tahun.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

r Pasal 6

Tarip PKB ditetapkan sebesar :

a. 1,5 Vs (satu koma lima persen) dari harga pasaran umwn untuk
Kendaraan Bermotor bukan umum;

b. I % (satu persen) dari harga pasaran umum untuk kendaraan
bermotor umum;

c. A,5 o (nol koma lima persen) dari harga pasaran umum untuk
kendaraan hermotor alat-alat berat dan alat-alat hesar
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Bagian Ketiga
Carn Perhitungan Pajak

Pasal 7

Besarnya:pokok'PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal6 dengan dasar pengenaanPajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)

' . !'

BAB IV
WILAYAH PEMUNGTITAN

Pasal 8

PKB yang terutang dipungut di,wilayah Daerah .tempat Kendaraan
Berrnotor terdaftar.

BAB V
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERHUTANG

DAN SURAT PEMBBRITAHUAN
Pasal 9

(1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut
terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor;

(2) |KB dibayar sekaligus dimuka;

(3) PKB yang karena suatu dan lain hal masa pajaknyatidak samiai 12
(dua belas) bulan, rnaka dapat dilakukan restitusi;

(4) Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan dengan Keprrtusan
Gubernur;

(5) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) harl Ciiitung satu
bulan penuh.
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Pasal l0

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus.di-isi,dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh waiib pajak atau
orang yang diberi kuasa olehnya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat:(2) disampaikan ke Dinas
Pendapatan paling lama :

a. Untuk Kendaraan Bermotor baru 14 (empat belas hari sejak saat

kepemilikan);
b. Untuk Kendaraan Bermotor bukan baru sampai dengan tanggal

berakhimya masa pajak;
c. Untuk Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah, 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal fiskal antar Daerah.

(4) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa
Pajak baik perubahan'bentuk, fungsi maupun penggantian mesin
suatu Kendaraan Bermotor" wajib d.ilaporkan dengan menggunakan
SPTPD,

Pasal I I

( l) .SPTPD yang dimaksud pada Pasal l0 ayat ('l) sekurang-kurangnya
memuat.
a. Nama dan alamat lengkap pemilik;
b. Jenis, Merek, Type, Isi Silinder, Tahun perakitan, warna, nomor

rangka dan nomor mesin; ii

c. Gandengan dan jumlah sumbu.

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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BAB VI
Kf,TETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada'Pasal 11 ayat (1)

disamakan,

(2) 'Bentuk, isi, kualitas SKPD dan ukuran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Guberrur'

Pasal 13

(1) Dalam jangka 1va$r 5 (lima) tahun sesudah terutangnya Pajak,

Gubernur daPat menerbitkan :

a. SKPDKB dalah hal :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,

faiat< yang terutang tidak atau kurang bayar;

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam

j"ngr.u waklu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.

. 3, Apabila kewa.l.rly mengisi llTlD tidak dipenuhi, Pajak

yang terutang dihitung secara jabatan'

b'SKPDKBTapaliladitemukandatabarudanatau.datlvyg
semula b€lum terungkap yang menyebabkzln pe!4mbahan jumlah

Pajak terutang;

c. SKPDN apabila jryol$, fajak yang terutang sama beqarnyl

dengan juuan hedit Pajak utun'Pu3uk ticlak terutang dan tidak

ada kedit Pajak.
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{2} Jumiah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKIS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka i dan angka 2 dan 3

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % {dua
persen) sebelum dihitung dad Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka wallu paling lama}4 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya Pajak;

(3) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan Pajak tersebut;

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan
apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan,

(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat{1) huruf a angka 1,2 dan 3 dikenakan sanksi administrasi
benrpa kenaikan sebesar 25 o/o (dua puluh lima persen) dari pokok
Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2a/o (dua
persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama}4 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabrla :

a. Pajak dalam tahun begalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akrbat salah tulis daniatau salah hitung;,
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda.
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(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi

"administrasi:benrpa'bunga sebesar 2 a/o (&n persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnyl
pajak;

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
, pernbayaran dikenakan sanksi administmsi berupa bunga sebesar

2 a/o (duapersen) sebulan ditagih melalui STPD;

(4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

(l)

(2)

BAB vII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas)
bulan,

PKB dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak drterbitkan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPD, Sural Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Pufusan Banding .vang
menyebabkan jumlah BBN-KB yang hams dibayar bertambah;

Gubernur atas pemrohonan Wajib Pajak setelah m'emenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur atau mpnunda pembayaran pajak
dengan dikenakan bunga 2 % (duapersen) sebulaq

Tata cara pembayaran angsuran'atau penundaan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

Pemba,varan dilakukan di Kas Daerah etau ternpat lain 1'ang.
ditetapkan oleh Gubernur.

(;)

(4)
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Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan pufusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada
waktunya dapat ditagrh dengan surat paksa;

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17-

(1) Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah membayar lunas pajaknya
diberi tanda pelunasan pajak dan penning;

..

(2) Penning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan
pada tanda nomor kendaraan bermotor depan dan belakang;

(3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning"
serta cara penempelan penning ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

BAB VIII
PEN{BETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

. DAN PENGHAPUSAN ATATT PENGTTRANG{N
SANKSI ADMINISTRASI

, Pasal 18

(1) Gubernur karena jabatan atau atas peimohonan wajib pajak
dapat mernbetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD yang dalarn penerbitannya terdapat kesalahan hrlis, kesalahan

Stunq dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perpajakan
Daerah;

41



(2) Gubernur dapat : '

a. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan Fajak yang tidak
benar;

b.' Menlurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan,'pajak yang terutang menurut
Peraturan Perpajakan Daerah, dalarn hal sanksi tersebut

dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena

kesalahanaya.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminisfiasi dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KEBERATAN DAN BAF{DING

Bagian Pertana
Keberatan .

asal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada, Gubemur atau

Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

SKPD;
SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB
SKPDN;
Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku;
t.

(2) Keberatan diEukan secala tertulis dengan disertai alasan-alasan

yang jelas;

(3) Dalah hal wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapa.q Pajak
secala "iahatan. 

waiib Fqjak harus dapat membuktikan ketidak

benaran ketetapan pajak tersebut,

42

a.

b,

c.

d
e"

f.



(4) Keberatan. harus dilaklkan dalarn jangka walctu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kecuali apabila . wajib pajak dapat menunjuirkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar
kekuasaan;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana,dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,
sehingga tidak dipertimbangkan,

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.

Fasal 20,

(l) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas
keberatan yang diaj ukan ;

(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat menerima atau rnenolak
seluruhnya atau sebagian, rnenambah atau mengurangi besarnya
pajak yang terutang;

(3) Apabila jangka wahu sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) telah
lewat dan Gubernur tidak rnemberi suatu Keputusan, keberatan yang
diai otan tersebut dianggap dikabulkan

Bagian Kedua .:
Banding
Pasal 21

(1) Walib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai
keberatarurl,a yang ditetapkar 6ieh llubernur ;
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{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pnda ayat (l) diajukan secara

tertulis dengan alasan y'ang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
, sejak Kepufiisan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan
tersebut;

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar'Paj ak dan pelaksanaan penagihan Paj ak.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan sebesar 2% (&npersen) sebulan untuk jangka

waktu selama l2 (dua belas) bulan.

KnRINGANAN PENGUIffiA* DAN PEMBEBASAN
Pasal 23

. Gubernur d4pat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan

Pajak.

.. : Pasal 24

I

Kendaraan Bemrotor yang dipergunakan sebagai ambulance,'Mobil
Jenazah dan Mobil Pemadarn Kebakaran dapat diberikan kebebasan

dan/atau keringanan Pajak yang ditetapkan oleh Gubemur.

I

Pasal 25

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
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BAB XI
KELEBIIIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(l ) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PKB kepada Gubernur;

{2) Gubenrur dalam jangka *;vakfu 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
Keputtman;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
lewat Gubemur atau Pejabat yang dituqluk tidak memberikan
Keputusan, Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak, dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama I (satu) bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang bajal
dimaksud;

(5) Pengernbaiian kelebihan pajak dilakukan dalarn waktu paling
j*u 2 (dua) bulan sejak diterbitkarurya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Memtrayar Kelebihan Pajak
(SPMKP):

(6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Gubernur atau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 Yo

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pernbayaran kelebihan
pajak
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Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak
t{1nV1 seb_lgaimana dirnakryd p4da Pasal 26 ayat (4),,pembpyarannya
drlakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pernbayaran.

(1) Pengawasan alas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Gubernur atau Peiabat vans dituniuk'.:,

(2) Tata Cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BAB XII.
. KADALUARSA.

Pasaf Zf

( l) Hak untuk rnelakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah
melampaur jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnyapajak,kecualiapabilawajibpajakmelalcukantindal.r
pidana dibidang perpaj akan Daerah,

BAB XIIT
PENGAWASAN

Pasal 29

(2) Kadaluarsa pelagrhan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau; '
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung

maupun tidak langsung.
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BAB XIV
SANKSI

Pasel 30

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SpTpD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar hingga 

-meiugikan

keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana k'arungan paling
lama I (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak
terutang;

(2) Wajib pajak "vang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPI"D atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana ddngan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah' pajak
terutang;

{3} Pemilik dan atau yang menguasai kendaraan yang berasal dari luar
daerah yang tidak memutasikan kendaraannya lebih dari 90
(sembilan puluh) hari ke Propinsi Jambi dapat dikenakan sanksi
penahanan atau membayar sumbangan pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 3l

Tindak :pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat
(1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka' rvaktu l0
(sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atzu berakhirnya
masa pajak atiiu berakhimya bagian tahun pajak atau berakhirnya
tahun pajak.
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(1)

BAB XY
PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat,Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Femda diberi
wewenang khusus sebagai perryidik untuk melakukan penyidikan
tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud
dalaq Urdang-undang Nornor 8 Tahun l98l.terrtang Hukum Acara
Pidana;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap;

b. Meneliti, meRcari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ferpajakan Daerah
tersebut;

c, Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan
Daerah;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Perpajatan Daerah; a

e. Melakukan pemeriksaan diternpat tertentu yang diduga terdapat
barang bukti untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;
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f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas CIrang dan atau dokumen yang sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

h. Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
Perpajakan Daerah;

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atrau saksi;

j Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungi awabkan.

{3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut umum melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang Nornor I Tahun 1981 tentang
F{ul':um Acara Pidana.
I

hni._ " ^ylTJYrPEMBAGIAN HASIL PAJAK
DAN BIAYA PEMUNGUTI\N

Bagian Pertama
Pembagian llasil Pajak

Pasal 33

iii Iiasil Punguran FKB dibagr sebagai berikut .
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Bagian Kedua
**r'nf-fflx,"t"o 

i

Kepada Instansi pemungut diberi biaya pemungutan sebesar 5 % (lima
persen) dari hasil pungutan dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Gubemur.

BAB XVII
KETENTUAI! PXNUTUP 

:

'

. Hal-hal yang belum cukup diatur' 'dalam peraturan Daerah ini
sepanjang,mengenai,pelaksanaannya ditetapkan dengan,, Keputusan
Gubernur.

Pasal 36

a. 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk propinsi;
b. 30 % itigapuluh perseratusiuntuk Kabupaten / Kota.

(2) Pembagian 30 9/o untuk Kabupaten / Kota diatur kemudian dengan
Keputusan Gubernur. : .: '

Dengan berlakunya Peraturan Daerah. ini, maka peraturan
Daerah Propinsi Daerah ringkat I Jambi ".Nomor 1 Tahun 199g
tentang Pajak Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak
berlakrr lagi.
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Pasal,37.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar
setiap orang' dapat, grengetahui,,meaerintahkan, piugmdangan peraturan
Daerah ini dengan,:rpe,eernpalarlnyat da-la,mn L€lhbaran Daerah propinsi
Jambi.

. .a.i,. ! 1

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 2& Juni 2002

."a't'
GUBERI{UR JAMNI

€,

JLgIvmRRAN DAERAH PRoP]NSI JAMBI TAHTIN 2OO2 NoMoR 5nr'sEFJ B NoMoR 5
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PENJEI"AS,4.N
ATAS

PN,RATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN. 2OO2

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

L PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonorni Daerah
yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pernbiayaan
pemerintahan dan Pembangunan Daerah yarlg bersumber dari
pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah,
pengafurannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
Fembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta
usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan
penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya
semakin meningkat pula. Upaya peningkaun pen.r'ediaan dana dari

. sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan
kinerja pemungutan serta penyederhanruilt, penyempurnaan dan
penambahan jenis pajak, melalui tlndang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeiah Jo Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Langkah-langkah ini
diharapkan akan meningliatkan efektivitas dan Efisiensi Pemuqrgutan
Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada
masyarakat.
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Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebili lanjut
hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pemungu-tan Pajak Kendaraan
Be.rmotor sehingga wiiiu raSak dengare muoatr oapat memahami dan
memenuhi kewaj iban perpajakannya.

Il. PEIIJELASAI{ PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Huruf a Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor

yaitu Kendaraan Bermotor yang digunakan disemua
jenis jalan darat, antara lain di kawasan Bandara
Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Peftanian,
Pertambangan, Industri Perdagangan dan sarana olah
raga dan rekreasi,
Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak
adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat
dan tidak melekat secara petmaRen.

Cukup jelas

Kendaraan Bermotor Milik Badan Usaha lvfilik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak
dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan
Bermotor.

Ayat (1)
Huruf b

Ayat (?)
Huruf a
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Pasal 4
Ayat (1)

Huruf b

Huruf c

Ayat (2)

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak
Kendaraan Bermotor bagi perwitcitan Lembaga-
lembaga Intemasional berpedoman kdpada
Keputusan lvlenteri Keuangan.

Subjek Pajak yang dimaksud dalam ayat ini,
antara lain, orang pribadi atau yang memiliki
atau menguasai Kendaraan Bermotor .yang

digunakan urtuk keperluan pengolahan lahan
pertanian rakyat, dan Badan Usaha Milik
Negara yang memiliki atau menguasai kendaraan
bermotor yang digunakan untuk keperluan
keselamatan.

Cukup jelas

Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajaican-
nya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan
tersebut.

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a Cukupjelas

. Huruf b Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu.
Koefisien sama dengan I berarti kerusakan jalan dan
pencemruan lingkungan oleh Kendaraan Bermotor
tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
Koefisien lebih besar dari t; berarti kendaraan

. bsrmotor tersebut membawa pengaruh buruk
terhadap kerusakan jalan dan " p"n""*ur*
lingkungan

54



Contoh:
Nilai Jual Kendaraan Bermotor merek X Tehun y
adalah sebesar Rp. 100.000.000,- Koelisien bobot
ditenfukan sama dengan 1,2 maka dasar pengenaan
Pajak dari Kendaraan Bermotor tersebut adalah
Rp. 100.000.000,- x 1,2 : Rp. 120.000.000,-

Ayat (2) Harga pasaran urnum adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen
Tunggal Pemegang Merek, Asosiasi pen1ual
Kendaraan Bermotor.
Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan ber-
dasarkan harga pasaran umum minggu pertama
bulan Desember tahun pajak sebelumnya-

Ayat (3) Fal*or-faktor tersebut dalam ayat irri tidak harus
semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai
Jual Kendaraan Bermotor.

Ayat (4)
Huruf a Tekanan gandar dibedakan atas jumlah sumbu/as,

roda dan berat KendaraanBermotor.

Huruf b Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor dibedakan,
antara lain, solar, bensin, gas, listrik atau tenaga
surya.

Huruf c Jenis tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari
kendaraan bermotor dibedakan antara lain, jenis
mesin yang2 tak atau 4 tak dan ciri-ciri mesin yang
1000 cc atau 2000 cc.

Ayat (5) Cukupjelas

Ayat 1oi {.ukupjeias
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Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Pemungutan PKB merupakan'satu kesatuan dengan
pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor
lainnya.
Khusls pemungutan pajak kendaraan bermotor
untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
bergerak dilakukan hanya oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2) C\rkupjelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan suatu dan lain hal dalarn
ayal irn, aniara lain, kendaraan bermotor,didaftar di .
daerah lain, kendaraan bermotor yang rusak dan
tidak dapat digunakan lagi karena force majeure.

Ayat (4) Cukupjelas

Pasal 10 sld37
Cukup jelas
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